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Implikasi PSAK 68 pada Pelaporan Keuangan Covid 19 
 

Pendahuluan 

Latar Belakang Penelitian 

Virus Covid 19 mulai muncul sejak WHO menerima laporan dari negara China di akhir 

tahun 2019 bahwa di sana khususnya di kota Wuhan muncul wabah. Di Indonesia sendiri 

Covid 19 ditetapkan sebagai bencana nasional pada 14 Maret 2020. Dengan kata lain, pandemi 

Covid 19 ini muncul di Indonesia pada periode ketika perusahaan mulai mempublikasikan 

laporan keuangan tahun 2019 (audited). Laporan keuangan sebagai bentuk informasi kepada 

para pemangku kepentingan harus memenuhi salah satu kriteria kualitatif fundamental yaitu 

relevan dan merupakan representasi tepat dari fenomena ekonomi perusahaan (KKPK, 2019). 

Laporan keuangan yang diterbitkan pada masa di mana terjadi ketidakpastian akibat pandemi 

Covid 19 harus mencerminkan ketidakpastian itu di dalam laporan keuangan.  

Laporan keuangan yang harus disusun oleh suatu entitas dibatasi aturan harus patuh dengan 

standar yang ada yaitu standar akuntansi keuangan (SAK). Sebagai negara yang tergabung 

dalam G-20, Indonesia telah mengadopsi IFRS dalam standar akuntansinya secara bertahap 

sejak 2008. IFRS adalah satu set standar akuntansi global yang diyakini dapat meningkatkan 

kualitas laporan keuangan sebagai bentuk informasi dari suatu entitas. Laporan keuangan yang 

disusun dengan berdasarkan pada IFRS diharapkan dapat meningkatkan daya banding dan 

dapat memberikan informasi yang lebih transparan kepada para pemangku kepentingan 

sehingga diharapkan dapat menarik calon investor dari negara lain. 

Wujud agar lebih transparan adalah dengan menerapkan PSAK 68 tentang pengukuran 

nilai wajar. Nilai wajar adalah nilai yang diperoleh saat terjadinya transaksi antara kedua belah 

pihak di mana harga yang akan diterima saat menjual aset atau mengalihkan liabilitas dalam 

transaksi menggunakan nilai pasar saat ini. Di masa pandemi, entitas akan menyusun berbagai 

asumsi yang dapat terjadi terkait pengukuran nilai wajar suatu aset atau liabilitas, termasuk 

suku bunga, credit spread dll. Entitas harus lebih memikirkan dampak dari ketidakpastian 

karena pandemi akibat dari risiko yang naik, para pelaku pasar mengharapkan tingkat 

pengembalian yang lebih besar sebagai bentuk kompensasi dari ketidakpastian. 

Salah satu industri yang terkena pengaruh karena perubahan standar akuntansi yang 

mengadopsi IFRS dan munculnya ketidakpastian karena pandemi adalah bank. Tetapi belum 
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banyak penelitian yang dilakukan dengan mengambil bank sebagai obyeknya. Penelitian ini 

dibuat dengan tujuan untuk mengetahui perubahan laporan keuangan yang harus disusun oleh 

bank setelah mengadopsi IFRS. Bank menghadapi tantangan yang lebih dalam menyusun 

laporan keuangan tidak hanya karena berhadapan dengan standar yang baru tetapi menghadapi 

masa sulit di pandemi Covid 19 ini. 

 

Motivasi Penelitian 

Pandemi Covid 19 sudah memberi pengaruh besar terhadap volatilitas dan volume 

transaksi di seluruh dunia. Ketidakpastian yang muncul akibat pandemi Covid 19 dapat 

mempengaruhi entitas dalam memberikan judgement dalam menyusun laporan keuangan 

termasuk Ketika menentukan nilai wajar dari instrumen keuangan. 

Penelitian ini dilakukan dengan motivasi memberikan referensi bagi entitas perbankan saat 

membuat keputusan dalam menyelesaikan permasalahan akutansi yang timbul akibat pandemi 

Covid 19. Bank diharapkan dapat menggunakan judgement yang tepat sesuai dengan fakta 

untuk menghasilkan laporan keuangan yang merepresentasikan dengan tepat posisi dan kinerja 

keuangan entitas yang sebenarnya. Entitas diminta dapat membuat pernyataan secara eksplisit 

tentang kepatuhan terhadap standar akuntansi keuangan termasuk patuh pada PSAK 68 di masa 

pandemi. 

 

Pertanyaan Penelitian 

Bagaimana pengungkapan PSAK 68 tentang pengukuran nilai wajar di industri bank 

BUMN di masa pandemi Covid 19? 

 

Tujuan Penelitian 

Menjelaskan pengungkapan PSAK 68 tentang pengukuran nilai wajar di industri bank 

BUMN di masa pandemi Covid 19? 

       

       Landasan Teori 

       PSAK 68 Pengukuran Nilai Wajar 

PSAK 68 pengukuran nilai wajar merupakan standar akuntansi yang bertujuan untuk 

menentukan harga dimana transaksi teratur (orderly transaction) akan terjadi antara pelaku 
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pasar dalam kondisi pada tanggal pengukuran. PSAK 68 mengatur pengukuran dengan 

input informasi yang dapat diobservasi (harga kuotasian di pasar aktif – Level 1), dan 

pengukuran dengan teknik valuasi lainnya (Level 2 dan Level 3). Nilai wajar diukur dengan 

mempertimbangkan informasi pada tanggal pelaporan dan tidak memasukkan informasi 

yang memuat prediksi masa depan. 

Untuk melakukan pertimbangan diperlukan bukti data yang sesuai fakta, tetapi 

yang menjadi pokok permasalahan perusahaan/entitas saat ini adalah menentukan apakah 

trasaksi yang terjadi merupakan transaksi teratur atau tidak teratur. Menurunnya volume 

transaksi di bursa efek Indonesia bukan berarti dinyatakan sebagai transaksi teratur. 

Memang tidak mudah untuk menentukannya walaupun PSAK 68 paragraf PP43 

menjelaskan keadaan yang dapat mengindikasikan bahwa transaksi adalah tidak teratur, 

namun secara implisit terdapat anggapan yang tidak terbantahkan bahwa transaksi yang 

dapat diobservasi antar pihak yang tidak berelasi adalah transaksi teratur. PSAK 68 tidak 

mensyaratkan entitas untuk mengerahkan segala sumber daya untuk melakukan 

pengumpulan informasi dalam memutuskan jenis transaksi yang terjadi. Untuk membantu 

memecahkan kendala tersebut PSAK 68 mencakup panduan dalam paragraph PP44(c) 

yang memberikan penjelasan bahwa entitas tidak dapat mengabaikan informasi yang dapat 

diobservasi pada tanggal pelaporan, namun entitas harus memberikan bobot pertimbangan 

yang lebih rendah untuk harga pasar yang terjadi ketika suatu transaksi dianggap tidak 

teratur, bila dibandingkan dengan harga pasar yang telah terjadi sebelumnya di saat 

transaksi tersebut dianggap teratur. 

 

 PSAK 68 Pengukuran Nilai Wajar di Masa Pandemi Covid 19 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan panduan kepada perbankan dalam hal 

penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 71 tentang Instrumen 

Keuangan dan PSAK 68 tentang Pengukuran Nilai Wajar di masa pandemi Covid-19. 

Panduan ini dirilis terkait dengan dampak pandemi Covid-19 yang telah menimbulkan 

ketidakpastian ekonomi global dan domestik serta secara signifikan memengaruhi 

pertimbangan (judgement) entitas dalam menyusun laporan keuangan. 

Panduan ini mengacu pada POJK No. 11/POJK.03/2020 serta panduan Dewan 

Standar Akuntansi Keuangan - Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) yang dikeluarkan 
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pada 2 April 2020 tentang Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Penerapan PSAK 8 - 

Peristiwa setelah Periode Pelaporan dan PSAK 71 - Instrumen Keuangan. 

Untuk itu perbankan diminta untuk: 

1. Mematuhi dan melaksanakan POJK No. 11/POJK.03/2020 dan secara proaktif 

mengidentifikasi debitur-debitur yang selama ini berkinerja baik namun menurun 

kinerjanya karena terdampak Covid-19. 

2. Menerapkan skema restrukturisasi mengacu pada hasil asesmen yang akurat disesuaikan 

dengan profil debitur dengan jangka waktu selama- lamanya 1 (satu) tahun dan hanya 

diberikan pada debitur-debitur yang benar-benar terdampak Covid-19. 

3. Menggolongkan debitur-debitur yang mendapatkan skema restrukturisasi tersebut dalam 

Stage-1 dan tidak diperlukan tambahan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN). 

4. Melakukan identifikasi dan monitoring secara berkelanjutan serta berjaga-jaga untuk tetap 

melakukan pembentukan CKPN apabila debitur- debitur yang telah mendapatkan fasilitas 

restrukturisasi tersebut berkinerja baik pada awalnya, diperkirakan menurun karena 

terdampak Covid-19, dan tidak dapat pulih pasca restrukturisasi /dampak Covid-19 

berakhir. 

Selain itu, dalam hal penerapan PSAK 68 mengenai pengukuran nilai wajar, 

khususnya untuk surat berharga, OJK juga memberikan beberapa panduan. Hal ini 

dilakukan dengan mempertimbangkan volatilitas pasar yang tinggi dan penurunan volume 

transaksi di bursa yang signifikan sehingga berdampak pada penentuan nilai wajar surat 

berharga. 

Untuk itu, OJK menyebutkan bank bisa menunda penilaian harga pasar mark to 

market) atas Surat Utang Negara (SUN), surat berharga pemerintah lainnya dan surat 

berharga lain. Penundaan ini bisa dilakukan hingga enam bulan ke depan. Sementara saat 

ini bank bisa menggunakan harga kuotasian tanggal 31 Maret 2020 untuk penilaian surat-

surat berharga tersebut. Namun demikian, perbankan harus melakukan pengungkapan yang 

menjelaskan perbedaan perlakuan akuntansi yang mengacu pada panduan OJK dengan 

SAK sebagaimana dipersyaratkan dalam PSAK 68.  

 

Metode Penelitian 

            Pemilihan dan Pengumpulan Data 
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Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif untuk menjelaskan suatu 

fenomena dengan mendalam dengan cara pengumpulan data. Menurut Moleong (2007) 

pendekatan deskriptif kualitatif yaitu pendekatan penelitian di mana data yang 

dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka. Data yang diambil dalam 

penelitian ini adalah dokumen resmi laporan keuangan dari bank BUMN di Indonesia, 

peraturan dan standar akuntansi keuangan (PSAK 68), surat keputusan dan surat edaran 

dari BI dan OJK, dan ini disebut dengan sumber sekunder. Sumber data sekunder adalah 

data yang berasal dari dokumen resmi.  

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi. Menurut 

Arikunto (2010) metode dokumentasi merupakan pencarian data mengenai hal-hal yang 

berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, notulen rapat, agenda dan lain sebagainya. 

Dokumentasi dalam penelitian ini adalah dengan melihat laporan keuangan bank BUMN, 

peraturan dan standar akuntansi keuangan yang terkait, surat keputusan atau surat edaran 

dari BI dan OJK yang terkait dengan penerapan PSAK 68. 

 

Validitas Data 

Pengujian keabsahan data perlu dilakukan untuk menjamin validnya sebuah data 

karena peneliti harus mampu mempertanggungjawabkan kebenaran data yang sudah 

diperoleh. Di dalam penelitan ini proses validitas data dilakukan dengan triangulasi yaitu 

teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data 

untuk pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu (Moleong, 2005:330). 

Triangulasi yang dilakukan di dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber data yaitu 

pemeriksaan sumber data yang memanfaatkan jenis sumber data yang berbeda-beda untuk 

menggali data sejenis. 

 

Metode Analisis Data 

Metode analisis data dilakukan setelah pengumpulan data dirasa memadai untuk 

memenuhi tujuan penelitian. Tahapan analisis data ini membandingkan ketentuan 

penerapan PSAK 68 di masa pandemi Covid 19 dengan laporan keuangan bank BUMN. 

Pada tahapan ini data dianalisis secara mendalam kemudian ditarik kesimpulan dan 

penyajian data secara jelas dan rinci.  
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Model analisis data dalam penelitian ini mengikuti konsep Miles and Huberman 

(1984) yang mengungkapkan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan 

secara interaktif dan terus menerus. Komponen dalam analisis data: 

a. Reduksi data 

Data yang diperoleh dari laporan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat 

secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. 

b. Penyajian Data 

Penyajian data penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, 

hubungan antar kategori, dan sejenisnya. 

c. Verifikasi atau penyimpulan Data 

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila 

ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap berikutnya. Tetapi 

apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti 

yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka 

kesimpulan yangdikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Utuk mencapai 

kredibilitas dalam penelitian ini dilakukan trianggulasi sumber sebagai berikut: 

1. Membandingkan data laporan keuangan denganPSAK terkait fair value 

accounting. 

2. Menganalisis konsistensi perusahaan dalam melaksanakan PSAK terkait fair value 

accounting yang tercermin dalam laporan keuangan dan pengungkapan kebijakan 

akuntansi yang diterapkan. 

3. Membandingkan hasil analisis pembandingan dengan kajian literatur terkait 

penerapan fair value accounting di negara-negara berkembang lainnya. 

Hasil dari teknik trianggulasi tersebut kemudian digabungkan, ditafsirkan dan ditarik 

kesimpulan. 

 

 Hasil dan Diskusi 

PSAK 68 pengukuran nilai wajar disahkan pada tanggal 19 Desember 2013 yang 

mengadopsi IFRS 13 per 1 Januari 2013. Aturan ini disesuaikan Kembali pada tanggal 27 

Agustus 2014 dan mulai diberlakukan secara efektif per 1 Januari 2015. 
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PSAK 68 menyatakan bahwa nilai wajar adalah pengukuran berbasis pasar, bukan 

pengukuran spesifik atas suatu entitas (PSAK 68 tahun 2015 paragraf 02). Penjelasan 

tersebut memberikan gambaran bahwa tujuan penentuan nilai wajar adalah untuk 

mengestimasi harga dimana transaksi teratur (orderly transaction) untuk menjual aset atau 

mengalihkan liabilitas akan terjadi antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran yang telah 

ditetapkan. Fokus utama regulasi ini ada pada aset dan liabilitas karena subjek utama 

pengukuran akuntansi (PSAK 68 tahun 2015 paragraf 04). 

Untuk meningkatkan konsistensi dan ketebandingan pengukuran nilai wajar dan 

pengungkapan instrumen keuangan, ditentukan regulasi penetapan hierarki penentuan nilai 

wajar sebagai berikut: 

1. Input level 1 menggunakan harga pasar aktif pada tanggal pengukuran (harga kuotasian 

tanpa penyesuaian). 

2. Input level 2 menggunakan dasar harga observasi atas aset dan liabilitas baik secara 

langsung ataupun tidak langsung. 

3. Input level 3 menggunakan dasar asumsi risiko atas aset atau liabilitas yang nilai 

wajarnya tidak dapat diobservasi secara andal. 

Implementasi PSAK 68 pengukuran nilai wajar pada bank BUMN di masa pandemi 

sedikit banyak membawa dampak. Perubahan dalam pengukuran nilai wajar 

mempengaruhi pengungkapan yang disyaratkan oleh PSAK 68, yang mengharuskan 

perusahaan untuk mengungkapkan teknik penilaian dan masukan yang digunakan dalam 

FVM serta sensitivitas penilaian terhadap perubahan asumsi. Pengungkapan diperlukan 

untuk memungkinkan pengguna memahami apakah COVID-19 telah dipertimbangkan 

untuk tujuan FVM. Pertanyaan kuncinya adalah kondisi dan asumsi terkait apa yang 

diketahui atau diketahui oleh pelaku pasar pada tanggal pelaporan. 

Untuk tahun 2020, pengukuran nilai wajar, khususnya dari instrumen keuangan dan 

properti investasi, perlu ditinjau untuk memastikan bahwa nilai tersebut mencerminkan 

kondisi pada tanggal neraca. Ini akan melibatkan pengukuran berdasarkan input yang tidak 

dapat diobservasi yang mencerminkan bagaimana pelaku pasar akan mempertimbangkan 

efek COVID-19 dalam ekspektasi mereka terhadap arus kas masa depan terkait dengan 

aset atau liabilitas pada tanggal pelaporan. 
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Selama lingkungan saat ini, volatilitas harga di berbagai pasar juga meningkat. Hal 

ini mempengaruhi FVM baik secara langsung - jika nilai wajar ditentukan berdasarkan 

harga pasar (misalnya, dalam hal saham atau sekuritas hutang yang diperdagangkan di 

pasar aktif), atau secara tidak langsung - misalnya, jika teknik penilaian didasarkan pada 

input yang berasal dari pasar yang bergejolak. Oleh karena itu, perhatian khusus akan 

diperlukan pada prakiraan harga komoditas yang digunakan dalam mengembangkan 

kesimpulan nilai wajar. 

Perusahaan perlu menilai apakah dampak COVID-19 berpotensi menyebabkan 

penurunan nilai aset. Bagi kebanyakan perusahaan, efek ekonomi cenderung memicu tes 

penurunan nilai untuk aset jangka panjang dan kelompok aset lainnya. Estimasi arus kas 

dan pendapatan masa depan kemungkinan besar akan dipengaruhi secara signifikan oleh 

dampak langsung atau tidak langsung. Penurunan nilai aset juga dapat mengurangi jumlah 

kewajiban pajak tangguhan dan menciptakan tambahan pengurangan. Identifikasi dan 

evaluasi yang berkelanjutan dan evaluasi ulang sangat penting untuk memahami sejauh 

mana kebutuhan akan pengakuan dan untuk periode apa. 

Penilaian persediaan tunduk pada PSAK 14 Persediaan , dan persediaan diukur 

pada biaya yang lebih rendah dan nilai realisasi bersih (NRV). Dalam lingkungan saat ini, 

penghitungan NRV kemungkinan besar akan memerlukan metode atau asumsi yang lebih 

rinci, misalnya perusahaan mungkin perlu mencatatkan saham karena berkurangnya 

penjualan. Kerugian penurunan nilai persediaan interim harus tercermin dalam periode 

interim di mana terjadi, dengan pemulihan selanjutnya diakui sebagai keuntungan di 

periode mendatang. 

Merespon kondisi pandemi Covid 19, DSAK menerbitkan press release terkait 

dampak pandemi Covid 19 terhadap penerapan PSAK 68 tanpa bermaksud untuk 

mengubah isi PSAK 68, sebagai petunjuk bagi entitas dalam mengaplikasikan standar 

akuntansi keuangan yang berbasis prinsip untuk menyusun laporan keuangan. SAK yang 

berbasis prinsip tersebut memberikan ruang bagi entitas dalam menggunakan 

pertimbangannya untuk menyelesaikan permasalahan akuntansi yang timbul akibat 

pandemic Covid-19. Entitas menggunakan pertimbangan yang tepat sesuai dengan fakta 

dan keadaan untuk menghasilkan laporan keuangan yang merepresentasikan secara tepat 

posisi dan kinerja keuangan entitas yang sebenarnya. Entitas diingatkan untuk dapat 
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membuat pernyataan secara eksplisit dan tanpa kecuali tentang kepatuhan terhadap SAK, 

hanya apabila entitas telah patuh terhadap seluruh persyaratan dalam SAK termasuk PSAK 

68. 

Tujuan pengukuran nilai wajar adalah untuk menentukan harga di mana transaksi 

teratur (orderly transaction) akan terjadi antara pelaku pasar (market participants) dalam 

kondisi pada tanggal pengukuran. PSAK 68 mengatur hirarki pengukuran nilai wajar yakni 

pengukuran dengan input informasi yang dapat diobservasi (harga kuotasian di pasar aktif 

– Level 1), dan pengukuran dengan teknik valuasi lainnya (Level 2 dan Level 3). Nilai 

wajar diukur dengan mempertimbangkan informasi pada tanggal pelaporan dan tidak 

memasukkan informasi yang memuat prediksi masa depan. 

PSAK 68 paragraf 77 mensyaratkan bahwa harga kuotasian (quoted price) di pasar 

aktif adalah bukti yang paling andal dari nilai wajar dan digunakan tanpa penyesuaian 

apapun untuk mengukur nilai wajar. Sehingga, jika harga kuotasian tersedia, maka tidaklah 

tepat untuk melakukan penyesuaian atas harga kuotasian atau mengabaikan transaksi yang 

menghasilkan harga kuotasian, kecuali jika transaksi tersebut ditentukan sebagai transaksi 

tidak teratur (not orderly).  

Namun demikian, ketika volume transaksi atau tingkat aktivitas perdagangan di 

bursa menurun secara signifikan, tidak mudah untuk menentukan apakah suatu transaksi 

termasuk dalam suatu transaksi yang teratur atau tidak. Tidak tepat bagi entitas untuk 

menyimpulkan bahwa seluruh transaksi di pasar yang mengalami penurunan volume atau 

tingkat aktivitas sebagai transaksi tidak teratur. Transaksi semacam itu dianggap teratur 

hampir di semua situasi. Entitas juga harus mempertimbangkan apakah suatu transaksi 

adalah teratur atau tidak untuk setiap transaksi pada level instrumen per instrument karena 

setiap instrumen dapat memiliki kesimpulan analisis yang berbeda sekalipun 

diperdagangkan di bursa yang sama dengan kecenderungan umum menurun. 

PSAK 68 paragraf PP43 memberikan contoh keadaan yang mengindikasikan 

bahwa transaksi tidak teratur, di antaranya, penjual sedang mengalami atau di ambang 

kebangkrutan atau dalam pengawasan kurator, penjual disyaratkan untuk menjual secara 

paksa untuk memenuhi persyaratan regulasi atau hukum, atau keadaan di mana harga 

transaksi merupakan suatu outlier dibandingkan dengan harga pada transaksi terkini lain 

untuk aset atau liabilitas yang sama atau serupa. 
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Secara umum, sangat tidak mudah untuk menyimpulkan bahwa suatu transaksi 

bukanlah merupakan transaksi teratur menurut PSAK 68. Walaupun PSAK 68 paragraf 

PP43 menjelaskan keadaan yang dapat mengindikasikan bahwa transaksi adalah tidak 

teratur, namun secara implisit terdapat anggapan yang tidak terbantahkan bahwa transaksi 

yang dapat diobservasi antar pihak yang tidak berelasi adalah transaksi teratur. 

PSAK 68 tidak mensyaratkan entitas untuk mengerahkan segala daya upaya yang 

berlebihan untuk mengumpulkan informasi dalam memutuskan apakah suatu transaksi 

adalah teratur atau tidak. Apabila entitas adalah salah satu pihak yang melakukan transaksi, 

maka entitas diasumsikan memiliki informasi yang memadai untuk menentukan apakah 

transaksi tersebut adalah termasuk transaksi teratur atau tidak. Sebaliknya, bila entitas 

bukan merupakan salah satu pihak yang melakukan transaksi, dan informasi mengenai 

transaksi yang terjadi di bursa tidak mencukupi, maka menjadi sulit untuk menentukan 

apakah harga dihasilkan dari transaksi yang teratur atau tidak.  

Memahami kendala ini, maka PSAK 68 telah mencakup suatu panduan dalam 

paragraf PP44(c) apabila entitas tidak memiliki informasi yang memadai untuk 

menyimpulkan apakah suatu transaksi adalah teratur. Paragraf PP44(c) menjelaskan bahwa 

entitas tidak dapat mengabaikan informasi yang dapat diobservasi pada tanggal pelaporan, 

namun entitas harus memberikan bobot pertimbangan yang lebih rendah untuk harga pasar 

yang terjadi ketika suatu transaksi dianggap tidak teratur, bila dibandingkan dengan harga 

pasar yang telah terjadi sebelumnya di saat transaksi tersebut dianggap teratur. 

Dengan demikian, nilai wajar aset keuangan di pasar aktif akan terus dihitung 

sebagai hasil dari perkalian antara harga kuotasian aset keuangan tersebut dan kuantitas 

yang dimiliki (biasanya disebut sebagai "harga dikalikan kuantitas"), bahkan pada saat 

terjadi volatilitas pasar yang signifikan. Dalam hal otoritas pemerintah telah menetapkan 

adanya kegentingan dan memberikan panduan model yang dikembangkan sendiri dengan 

dukungan informasi yang memadai, entitas dapat mempertimbangkan hal tersebut sebagai 

salah satu input dalam penentuan nilai wajar pada level transaksi individual. DSAK IAI 

dan otoritas pemerintah selalu saling berkonsultasi dalam kebijakan yang berkaitan dengan 

pelaporan keuangan dengan mengedepankan akuntabilitas dan transparansi. 

Jika entitas menyimpulkan bahwa tepat untuk menggunakan teknik valuasi untuk 

mengukur nilai wajar suatu aset atau liabilitas, maka entitas dapat mempertimbangkan 
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dampak dari pandemi Covid-19 untuk menyesuaikan berbagai asumsi penilaian, termasuk 

suku bunga, credit spread, risiko kredit penerbit instrumen, dan sebagainya. Terlepas dari 

apapun Teknik valuasi yang digunakan, entitas harus mempertimbangkan penyesuaian 

yang diharapkan oleh pelaku pasar akibat ketidakpastian pandemi Covid-19. Akibat risiko 

yang meningkat, pelaku pasar dapat mengharapkan tingkat pengembalian yang lebih besar 

sebagai kompensasi dari ketidakpastian arus kas yang melekat pada instrumen keuangan. 

Laporan keuangan dari empat bank BUMN, hanya BTN yang secara eksplisit 

menyampaikan penerapan PSAK 68.  

 

 

Gambar 1. Pengukuran nilai wajar sesuai PSAK 68 di BTN 

Penerapan PSAK 68 yang diikuti dengan relaksasi dari OJK di masa pandemi dirasakan 

pihak bank BTN sangat menolong. Meskipun perpanjangan relaksasi masih belum dilakukan tetapi 

hal tersebut dirasakan membuat bank lebih siap dalam menghadapi risiko ketidakpastian pandemi 

yang panjang. Terkait peningkatan pencadangan pada surat berharga, pihak bank BTN menyatakan 

bahwa tahun ini akan lebih tinggi dibanding tahun lalu tetapi hal tersebut lebih disebabkan karena 

volume surat berharga bertambah untuk menjaga likuiditas.  

Laporan publikasi emiten berkode BBTN ini menunjukkan jumlah CKPN surat berharga 

berada pada Rp 2 miliar pada paruh pertama tahun ini, masih lebih rendah dibandingkan dengan 

posisinya tahun lalu yang mencapai Rp 24 miliar. Di sisi lain BTN memperoleh pendapatan Rp 

42,9 miliar dari peningkatan nilai dan kerugian penurunan nilai Rp 7,57 miliar pada paruh pertama 

tahun ini.  
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Kesimpulan, Implikasi dan Keterbatasan Penelitian 

Kesimpulan 

1. Penerapan PSAK 68 pengukuran nilai wajar pada masa pandemi dengan diikuti 

dikeluarkannya press release penyesuaikan penerapannya di masa pandemi tidak 

menimbulkan kerugian yang signifikan bagi industri bank karena pemerintah memberikan 

beberapa stimulus agar industri bank tetap bisa tumbuh. 

2. Meskipun standar sudah menyatakan bahwa laporan keuangan harus menampilkan 

penerapan PSAK 68 secara eksplisit di laporan keuangannya di bagian catatan atas laporan 

keuangan, tetapi baru bank BTN yang melakukan. 

 

Keterbatasan Penelitian 

 Penelitian ini baru dilakukan di industri bank khususnya bank BUMN. 
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